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ABSTRAK

Reyni Rahmadani, 15052117,2015. “Aksesibilitas Penyandang Disabiitas
pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya diskriminasi yang
dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pilih seperti salah
satunya akses pada saat pemilu. Penelitian ini  bertujuan untuk
mendeskripsikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu di kota
Padang Provinsi Sumatra Barat, dan kendala dalam penyelenggaraan pemilu
bagi KPU Kota Padang dan penyandang disabilitas

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif-Kualitatif.
Informan penelitian ini adalah penyandang disabilitas, komisioner KPUD
Kota Padang, PPDI (persatuan penyandang disabilitas indonesia), HWDI
(Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), Pertuni (Persatuan Tuna Netra
Indonesia), Gerkatin (Gerakan untuk Kesgjahteraan Tunarungu Indonesia)
dan penerjemah bahasa isyarat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara dan studi dokumentasi dimulai dari Oktober 2018
hingga April 2019.

Berdasarkan hasil analisis data terkait tentang akses penyandang
disabilitas pada pemilu serentak 2019 di kota Padang dapat disimpulkan
bahwa Aksesibilitas saat pemilu semakin baik pelaksanaannya dari pemilu
sebelumnya karena pendataan DPT (daftar pemilih tetap) yang telah
memperhatikan disabilitas dengan telah memberikan kolom khusus
pendataan disabilitas, mengadakan pendidikan politik, sosialisasi pemilu,
simulasi pemilihan umum, menjamin kerahasiaan suara, pemilih disabilitas
dengan cara diperbolehkan memilih pendamping yang mengantarkannya ke
bilik suara.sehingga warga negara yang menyandang disabilitas sudah bisa
menikmati  hak  politiknya. Namun mengalami kendaa daam
penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kota Padang yaitu masih mininnya
pengetahuan penyandang disabilitas akan penggunaan template braille,
daam melakukan simulas pemilu pihak KPU tidak menyediakan aat
template braile dengan aasan template sedang ada dikantor dan masih
belum bisa digunakan atau butuh anggaran yang besar, mobilisas
penyandang disablitas untuk datang ke TPS, ketidak ramahan sebagian dari
petugas KPPS yang diraskan oleh disabilitas tuna netra. Berdasarkan temuan
ini diharapkan kepada berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dan
kenyaman kepada penyandang disabilitas saat pemilul.

Kata Kunci : aksesibilitas, penyandang disabilitas, pemilu di kota padang



Abstract

Reyni Rahmadani, 15052117,2015. "Accessibility of People with Disabilities
in 2019 Simultaneous Electionsin Padang"

This research is motivated because of many discrimination experienced
by persons with disabilities in fulfilling their voting rights such as access to
election time. This study aims to describe the accessibility of persons with
disabilities in elections in Padang, West Sumatra, and the obstacles in
organizing elections for KPU of Padang and people with disabilities.

This study uses a descriptive-qualitative research design. The
informants of this research are people with disabilities, commissioner of
Padang Election Commission, PPDI (Indonesian Disability Association),
HWDI (Association of Indonesian Disability Women), Pertuni (Indonesian
Blind Association), Gerkatin (Indonesian Disability Family Movement) and
sign language trandators. Data collection techniques were carried out by
observation, interview and documentation study starting from October 2018
to April 2019

Based on the results of research on the access of people with
disabilities in 2019 simultaneous €elections in Padang, it can be concluded
that accessibility during the election is getting better than the previous
election because DPT (permanent voter list) data that has paid attention to
disability by providing a special column for disability data collection,
conducting political education, election socialization, simulation of general
elections, guaranteeing the secrecy of the votes, voters with disabilities are
allowed to choose a companion who delivers them to the voting booths. So
that citizens with disabilities can enjoy their political rights. But still having
problems in holding 2019 simultaneous el ections in Padang, namely the lack
of knowledge of persons with disabilities about using braille templates, in
conducting election simulations the KPU does not provide a braile template
tool on the grounds that the template is in the office and still cannot be used
or requires a large budget , mobilization of people with disabilities to come
to the polling station, partially inferiority of the KPPS officers who were felt
by blind persons with disabilities. Based on these findings, it is expected that
various parties provide convenience and comfort for persons with disabilities
during elections.

Keywords: accessibility, persons with disabilities, electionsin Padang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, artinya kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat. Demokras mengandung pengertian yaitu adanya pemerintahan
dari, oleh dan untuk rakyat, yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah
dan diakui (legitimate government) dimata rakyat (Prasetyoningsih, 2014:242).
Dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih dan
dipilih. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, sila ke empat
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan”. Selanjutnya diatur pada Pasal 1 ayat (2)
Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara Demokras “Kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar NKRI
1945, Kedualandasan di atas menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara
berada di tangan rakyat.

Negara demokratis terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan
melalui pemilihan umum (Muslim dkk, 2013:23). Kedaulatan yang berada
ditangan rakyat tersebut diimplementaskan dengan adanya pemilu yang
berasaskan luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ) dimana
rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah
kebijakan politik negara. Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali

yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
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tetap dan mandiri. Pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, MPR,
DPR Provins dan DPRD Kabupaten/kota, dan kepala daerah disepakati dan
dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Indonesia merupakan
negara demokrasi ke 3 terbesar di dunia yang menjamin Hak Asasi Manusia.

Manusia memiliki hak yang harus dilindungi yaitu HAM. HAM (Hak
Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai
mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di hormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara oleh negara, hukum, pemerintah tanpa terkecuali (Widiada, 2017:
55). Hak asasi manusia dimiliki sgjak dalam kandungan hingga lahir hidup
kedunia Jadi hak tersebut harus dilindungi. El Muhtgj (2009) mengungkapkan
bahwa hak asas (fundamental right) merupakan hak yang bersifat dasar
(grounded). Siapapun berhak memiliki hak-hak dasar tersebut. Dalam hal ini
setigp orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Setiap orang
berkewgjiban untuk menghargai hak orang lain, karena hak asasi manusia
adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh
negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan
tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut dalam pasal 28 | ayat (2) yang berbunyi,

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan



tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan
harus diperlakukan sama oleh negara. Selanjutnya pasal 3 ayat (3) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat
tentang hak setigp orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan
kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi. Hak ini pula yang seharusnya
dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan
orang yang menyandang (menderita), sedangkan disabilitas berarti cacat atau
ketidakmampuan. Jadi penyadang disabilitas merupakan orang yang memiliki
ketidakmampuan dalam menjalankan rutinitas sehari-hari dengan sempurna.
Berdasarkan data Internasional labour organization (ILO), penghitungan
WHO diperkirakan 10% dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah
penyandang disabilitas. Menurut Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) dari
Kementerian Sosial, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia
adalah 11.580.117 orang. Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah 7.126.409
orang. Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kecacatan fisik
atau mental sgak lahir ataupun terkena musibah yang menyebabkannya
berbeda dengan orang lain pada umumnya.

Bentuk-bentuk penyandang disabilitas yaitu tunagrahita, tunanetra,
tunadaksa, tunarungu dan disabilitas lain-lain. Kondisi perbedaan ini tidak
boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang

disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensgajarkan mereka dengan



warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan
budaya (Zainul Daulay, 2013:1). Ketentuan lebih lanjut Pasal 42 UU No.39
Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, yang mengatur tentang hak
penyandang disabilitas, yaitu:

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental
berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan
martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam
berkehidupan politik tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan secara tegas bahwa
setigp warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak tersebut yang
meliputi:

a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik

b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan

c) Memilih parta politik dan/atau individu yang menjadi peserta
dalam pemilihan umum

d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
masyarakat dan/atau partai politik

€) Membentuk dan bergabung dalam organisas penyandang
disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat
lokal, nasional, dan Internasional

f) Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada
semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya

g) Memperoleh aksebilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan
pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan
pemilihan kepala desa atau namalain, dan

h) Memperoleh pendidikan politik.



Pasa 29 Konvens Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah
diratifikas oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan
jaminan kepada penyandang disabilitas agar hak-hak pilihnya terpenuhi dan
dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan social dan publik atas
dasar kesetaraan dengan:

a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan

bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;

b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara
rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa
intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk
memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam
Pasal semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan
penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan
tuges,

c. Menjamin kebebasan berekspres dan keinginan penyandang
disabilitas sebagai pemilih, bilamana diperlukan atas permintaan
mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang
ditentukan mereka sendiri.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvens
Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa negara memiliki
kewgjiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin
kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, salah satunya adalah hak untuk
mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu. UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu Pasal 5 menjelaskan bahwa ““penyandang disabilitas
yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih,
caon anggota DPR,calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil

presiden, calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.”

Penjelasan mengenai perundang-undangan di atas dapat mengakomodir



kepentingan hak politik para penyandang disabilitas dalam Pemilu tanpa
adanya diskriminasi. Sebagai rakyat, penyandang disabilitas menjadi bagian
penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika
penyelenggara Pemilu, dalam ha ini KPU dan Bawaslu mampu membuka
ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan
pel aksanaan Pemilu secara luas terbuka untuk tercapai.

Hak pilih disabilitas disini yaitu memperoleh aksesibilitas saat
penyelenggaraan pemilu. Akseshilitas bagi disabilitas dalam pemilu meliputi
akseshilitas fisik seperti kemudahan pemilih difabel yang berupa penempatan
lokasi TPS yang mudah di akses, pintu TPS yang mudah akses, penempatan
kotak suara, bilik suara yang menjamin asas langsung dan mandiri,
penyediaan aat bantu coblos pemilih tuna netra yang menjamin asas langsung
dan rahasia. Sedangkan aksesibilitas lainnya adalah aksesbilitas non fisik
berupa antara lain yaitu pelayanan petugas KPPS (Kelompok Panitia
Pemungutan Suara) yang ramah disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan
pemilih disabilitas, fasilitas pendamping bagi pemilih disabilitas,
mendahulukan pemilih difabel dan lansia (Purnomo, 2014 2).

Komitmen pemerintah akan kemudahan akses bagi disabilitas dalam
penyelenggaraan pemilu ditandai dengan adanya Peraturan Daerah kota
Padang No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas, hak yang dilindungi salah satunya yaitu hak pilih

yang terimplementasi dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.



Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, yang
yang merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 dilihat seperti
prosedur pendataan, yang adanya perbaikan format pendataan disabilitas
disetiap periode pemilu. Pemilu 2014 dikota Padang, kolom pendataan khusus
bagi disabilitas pada daftar pemilih tetap belum disediakan, tetapi pemilu
2018 telah berangsur-angsur diperbaiki dengan adanya kolom khusus
pendataan disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga di pemilu 2019
ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas Kota Padang yang terdaftar
mengalami peningkatan dari Pilkada 2018 lalu.

Tabel. 1
Hasil DPT disabilitas Pilkada Kota Padang 2018 dan hasil penyempurnaan
pemilih tetap pemilu 2019

DPT Pilkada 2018 DPT hasil penyempurnaan Pemilu 2019
Pemilih
Disabilitas / Pemilih
Kecamatan Penyandang | Kecamatan Disabilitas /
Cacat Penyandang
Cacat
Bungus Teluk | 31 Bungus Teluk Kabung | 34
Kabung
Koto Tangah 205 Koto Tangah 198
Kuranji 117 Kuranji 125
Lubuk Begalung | 148 Lubuk Begalung 148
Lubuk Kilangan | 63 Lubuk Kilangan 75
Nanggalo 114 Nanggalo 119
Padang Barat 65 Padang Barat 63
Padang Selatan | 62 Padang Selatan 64
Padang Timur 134 Padang Timur 133
Padang Utara 132 Padang Utara 121
Pauh 65 Pauh 64
Jumlah Akhir 1,136 Jumlah Akhir 1,144

Sumber : KPU Kota Padang, Januari 2019



Dari perbandingan daftar pemilihan tetap pada pilkada tahun 2018 dan
pemilu 2019 telihat jelas bahwa adanya suatu bentuk kepedulian dengan
penyamarataan hak akan pendataan disabilitas.

Dari data perkecamatan di atas maka diperoleh rincian jumlah disabilitas

berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

Tabel. 2

Rincian Jumlah Jenis Disabilitas pada DPT 2019
Pemilih Disabilitas/ Penyandang Cacat Jumlah
Tunadaksa 260
Tunanetra 142
Tunarungu/ wicara 244
Tunagrahita 203
Disabilitaslain 295
Jumlah Akhir 1,144

Sumber: KPU Kota Padang, Januari 2019

Penyandang disabilitas di Kota Padang yang terdata saat pemilu
merupakan salah satu dari aksesibilitas yang dirasakan penyandang disabilitas
selain dari lokas TPS yang memadai atau penyelenggaraan pemilu yang
ramah disabilitas. Berdasarkan temuan penelitian Ade (2017) terdapat
penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)
selain itu terdapat pula penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai
pemilih penyandang disabilitas. Hal itu terjadi karena verifikas yang
dilakukan petugas belum berjalan maksimal.

Adinda dkk (2018: 20) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang
ada di semua wilayah pemilihan di Pilkada 2018 belum ada data rinci dan
jelas dari KPU tentang berapa jumlah calon pemilih penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu sgja dari hasil evaluas pilkada 2017 di DKI Jakarta



terdapatnya kesalahan dalam pendataan dimana penyandang disabilitas tidak
dapat menunjukkan dokumen surat keterangan sehingga penyandang
disabilitas di panti rehabilitasi tidak bisaikut memilih.
Aksesihilitas yang dirasakan penyandang disabilitas pada Pemilu 2019
di Kota Padang yang diberikan KPU Kota Padang berbeda dengan disabilitas
di kota lain, yang sering mengalami diskriminasi serta sebagai kaum yang
termarginalkan dalam kehidupan socia dan dianggap remeh oleh kebanyakan
orang terutama dalam hal pemilu. Seperti halnya dari hasil Pendlitian
terdahulu oleh Ishak Salim (2015) ”Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014
dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif
di Indonesia” menjelaskan bahwa saat pemilihan Walikota di Kota Makassar,
Sulawes Selatan, pemilih difabel netra menemui sgumlah kendala. Seperti
Template Braille atau aat bantu mencoblos bagi pemilih difabel netra yang
disediakan penyelenggara pemilu menimbulkan sgjumlah kebingungan.
Sistem penomoran braille itu tak terbaca dengan baik saat pemilih
menggunakannya. Pemilih tak menemukan kolom nomor bagi kandidat
dengan nomor urut 6 dan seterusnya. Akibatnya template braille yang dibuat
tanpa berkonsultasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) itu sia-sia
dan pemilih difabel netra terpaksa didampingi pihak lain dan kerahasiaan
pilihannya menjadi tak sepe nuhnyaterjamin.
Contoh lain yaitu pemberitaan online bisnis.com menjelaskan bahwa dari
pernyataan tim Pemantau Pemilihan Legislative Dan Pemilihan Presiden 2019

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakn bahwa kurang maksimalnya
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sosialisasi, baik secara langsung maupun tak langsung yang diberikan KPU di
daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawes
Selatan.Contohnya di Sulawesi Selatan, sgiumlah kelompok penyandang
disabilitas belum menerima sosialisass Pemilu secara langsung.

(https://kabar24.bisnis.com/read/20190404/15/908032/sosi ali sasi -pemilu bagi-

peyandang-disabilitas-belum-maksimal. Diupload 4 april 2019, diunduh mai

2019)

Berbeda halnya dengan KPU kota Padang, yang telah menyiapkan
serangkaian kegiatan seperti Pendidikan Politik untuk disabilitas dalam
menyongsong pemilu 2019 yang dilaksanakan padatanggal Selasa, 19 oktober
2018 lalu dan KPU K ota Padang mewadahi penyandang disabilitas tuna-rungu
dengan menyediakan peterjemah bahasa isyarat. Berdasarkan surat edaran
KPU RI No. 32 /pp.08-sd/06/KPU/1/2019 tentang pembentukan relawan
demokrasi serentak 2019, KPU Kota Padang merekrut relawan demokrasi.
Relawan demokrasi ini dibentuk untuk memberikan sosialisasi terkait pemilu
kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan regulasi relawan demokrasi
dibentuk beberapa kelompok salah satunya relawan demokrasi disabilitas,
agar informasi pemilu tersosialisasikan dengan balk dan terjangkau oleh
penyandang disabilitas secara keseluruhan maka dibentuk relawan demokrsi
disabilitas.

Relawan demokrasi sebagian beranggotakan dari kaum disabilitas
berfungs menyampaikan problematika dilapangan dan mensosialisasikan

pemilu kepada disabilitas. Bentuk aksesibilitas yang diberikan relawan
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demokrasi disabilitas kota padang seperti sosidlisasi yang dilakukan relawan
demokrasi disabilitas pada Sabtu, 28 februari 2019 yaitu sosidisasi ke
pemilih pemula di SLB N 2 Padang, sosidisasi ke komunitas penyandang
disabilitas serta membuka stand pemilu ramah disabilitas di car freeday Kota
Padang. Dari hasil wawancara dengan (Rivo, Februari 2019) salah seorang
pemilih pemula disabilitas, mengungkapkan bahwa tahapan dalam
Penyelenggaraan pemilu 2019 sudah dapat dirasakan dengan baik dengan
adanya sosialisas membuat pemilih pemula lebih menyadari akan pentingnya
sebuah pemilu, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat. Selain itu
penyandang disabilitas juga diikut sertakan dalam kegiatan penyelengaraan
pemilu di TPS sebagai angoota KKPS.
Hasil wawancara dengan petugas KPPS yang merupakan penyandang
disabilitas “Akses disabilitas pada pemilu 2019 ini sudah berangsung-
angsur bagus dengan diberi kebebasan kepada kami untuk ikut serta
menjadi anggota KPPS dalam pemilu, hal ini menandakan bahwa pihak
pemerintah sudah berlaku adil dengan memberikan hak kami tidak

membedakan  antara  kami disabilitas dengan  mayarakat
lainnya.”(wawancara , Asmanto 21 Mei 2019)

Menurut komisioner KPU Kota Padang Chandra Eka Putra penyandang
disabilitas dilibatkan sebagai kelompok penyelenggara pemilu di Kelurahan

(https://www.cendananews.com/2017/11/kpu-padang-libatkan-penyandang-

disabilitas-dalam-pilkada.html, diakses juli 2018). Contohnya pada Pilkada

2018 salah seorang ibu rumah tangga ikut terlibat sebagai anggota KPPS di
Kelurahan Gunung Pangilun. Hasil wawancara (Nani, wawancara 1 januari

2019) tersebut beliau mengatakan bahwa pemilihan umum saat ini tanpa
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diskriminas terhadap penyandang disabilitas dimana sebagian dari
penyandang disabilitas ikut serta dalam proses penyel enggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum K ota Padang mengadakan simulasi pemungutan
suara menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota Padang yang dihadiri
sebanyak 60 orang tunanetra yang berasal dari persatuan tunanetra Indonesia
(htts://prokabar.com/kpu-gel ar-simul asi-pemungutan-suara-bagi-tunanetra/
diakses juli 2018). Pada pemilu 2019 simulasi pencoblosan saat pemilihan
umum bagi disabilitas diadakan pada tangga 25 Februari 2019 dihadiri oleh
penyandang disabilitas tunanetra, tuna rungu-wicara dan disabilitas fisik, hal
ini berguna untuk menjelaskan ragam surat suara yang ada saat pemilu 2019.

Pemilu dengan aksesibilitas yang baik dapat terwujud jika kebijakan

pemerintah terimplementasi secara baik dengan memberikan kemudahan
terhadap penyandang disabilitas. Akses yang dapat di peroleh penyandang
disabilitas dalam pemilu sebagaimana yang telah dibahas diatas berupa
pendataan pemilih, keterjangkauan lokasi pemilihan dan kemudahan serta
ketersediaan alat bantu template braille. Sebagaimana hasil wawancara pada
bulan oktober 2019 dengan ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas
Indonesia) Kota Padang Icun Sulhadi mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemilu yang aksesibilitas dikota Padang sudah
menuju tahapan yang baik dan memberikan kemudahan akan tetapi
permasalahan yang ada yaitu kemandirian dari individu tersebut yang
belum terasah dimana penyandang disabilitas belum memahami betul
alat bantu mereka. Contohnya template braille yang disediakan tetapi

mereka masih tidak mengetahui penggunaannya, serta kenyamanan
dalam pemilihan.”
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Dari hasil wawancara pada selasa, 2 April 2019) dengan linda (48 tahun)
penyandang disabilitas fisik juga mengungkapkan bahwa :

“Penyelenggaaraan pemilu di tahun ini sangat jauh lebih baik dari
daripada pemilu-pemilu sebelumnya dimana informasi mudah kami
terima, memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk ikut
dalam setigp proses pemilu, salah satu contohnya diberikan ruang
untuk mengikuti kampanye dan pada pilkada tahun lalu lokasi TPS
yang ramah disabilitas

Mengkaji fenomena tersebut, aksesibilitas menjadi penjembatan bagi
kaum disabilitas untuk menyuarakan pilihannya. Untuk itu lah penelitian ini
digukan dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Pemilu

Serentak 2019 di Kota Padang™.

B. Identifikasi masalah
1. Dalam pendataan daftar pemilih tetap sudah mulai diperbaiki pendataan
dengan ditandai penambahan jumlah pemilih disabilitas.
2. Penyandang disabilitas jugaterlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Pemilu di Padang sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas dari tahun
sebelumnya.
C.Batasan Masalah
Agar masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, maka perlu
dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Aksesihilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2019 di
Kota Padang dengan merujuk pada aspek persiapan dalam hal prosedur
pendataan, sosialisas pengadaan logistic dan pelaksanaan dalam hal

penyelenggaraan di hari pemilu seperti logistic yang mudah akses bagi



14

disabilitas, kerahasiaan suara pemilih disabilitas, dan pemilihan
pendamping sendiri bagi disabilitas.

2. Kendala yang dihadapi saat penyelenggaraan pemilu 2019 Kota Padang

oleh KPU dan disabilitas
D. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan yang dicari jawabannya lewat penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana Akses yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam
pemilu 2019 di Kota Padang yang dilihat dari aspek persigpan dan
pel aksanaannya?

2. Apakah kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan pemilu 2019 di
K ota Padang oleh KPU Kota Padang dan penyandang disabilitas?

E. Tujuan Pendlitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan akses yang di dapatkan penyandang disabilitas pada
pemilu 2019 di Kota Padang.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat pemilu 2019 di Kota
Padang.

F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan tambahan referensi

bagi pengembangan ilmu, khususnya terkait dengan pemberian

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
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2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah
Kota Padang khususnya kepada Komis Pemilihan Umum untuk
meningkatkan pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam

pemilihan umum.



BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan
Setelah dilakukan penelitian, penyusunan hasil, dan pembahasan, maka
kesimpulan dari karyailmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum 2019 bagi penyandang disabilitas di Kota Padang
sudah berangsur aksesibel seperti form pendataan DPT (Daftar Pemilih
Tetap) yang telah diperbaiki dari DPT pemilu 2014 tidak ada pemisah
antara penyandang disabilitas dengan masyarakata umum dan pada
pemilu 2018 dan 2019 penyandang disabilitas sudah masuk DPT
khusus dan dipemilu 2019 terjadi peningkatan jumlah pemilih. Dan
pemilu 2019 sedang tahapan pekembangan pemenuhan kebutuhan
penyandang disabilitas. Dari pemerintahan pusat hingga pemerintah
daerah mengeluarkan regulasi, prosedur dari setiap tahapan pemilu
seperti pendataanya, sosialisas yang telah ramah disabilitas, maupun
fasilitas yang mulai berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

2. Kendaa KPU dalam mewujudkan pemilu aksesibel adalah pelaksanaan
mobilisasi penyandang disabilitas dan sikap dari keluarga penyandang
disabilitas tidak mau mendaftarkan keluarganya ke petugas pendataan
pemilih dan segi anggaran dalam penyediaan alat bantu disabilitas saat
pemilu. Sedangkan kendala yang dihadapi penyandang disabilitas
dalam menggunakan hak pilihnya adalah masih adanya petugas TPS

yang belum ramah disabilitas, KPU memberikan kemudahan kepada

96
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Penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas dalam pemilu tetapi
belum maksimal.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar
pelaksanaan pemilu selanjutnya lebih aksesibel, yaitu memberikan
kemudahan bagi penyandang disabilitas sepenuhnya dalam menggunakan
hak pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi KPU Kota Padang

a KPU Kota Padang sebaiknya melakukan koordinasi secara
berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi
penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang
disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat
terpenuhi secara maksimal melalui penyediaan prosedur dan fasilitas
yang berspektif disabilitas.

b. Pelaksanaan sosidlisas pemilu khususnya bagi penyandang
disabilitas KPU Kota Padang dapat meminta bantuan kepada KPPS
untuk melaksanakan sosialisas di saat pemilihan umum, agar
pemilih penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam
komunitas disabilitas ataupun tidak dapat hadir disaat sosialisasi
dilaksanakan tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan
menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Dan menggunakan teknik
sosidlisasi yang lebih beragam lagi tidak hanya dengan metode

ceramah, seperti Mengadakan alat peraga berupa “Ular Tangga
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Pemilu” yang digunakan sebagai alat bantu sosialisas bagi
penyandang disabilitas rungu. Ular tangga pemilu ini berisi tentang
sikap dan tindakan dalam pemilu untuk menciptakan pemilih yang
cerdas. Seperti diketahui bahwa penyandang disabilitas rungu
memiliki keterbatasan kemampuan mendengar, sehingga dengan
diadakannya alat peraga sosidisasi berupa ular tangga pemilu ini
diharapkan akan lebih mempermudah untuk mentransfer materi
kepada penyandang disabilitas tuna rungu. Pelaksanaan bimbingan
teknis (bimtek) pemilu bagi petugas KPPS harus diupayakan secara
optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan
penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih
penyandang disabilitas di TPS.

Mengakomodir hak pilih penyandang disabilitas dengan pelaksanaan
secara maksma regulasi, fasilitas aksesibel agar hak pilih
Penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah.

. Petugas KPU dan keluarga bekerjasama dalam melakukan
pemutakhiran data. Dengan penjelasan bahwa Pihak keluarga yang
memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas yang sudah
memenuhi  persyaratan memilih, untuk melaporkan jika ada
anggotanya penyandang disabilitas.

Pada form A5 penyandang disabilitas sebaiknya adanya tanda- tanda

khusus yang menjelaskan bahwa jenis penyandang disabilitas.
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f. Pihak KPU dan caleg menyiapkan sarana sosialisas elektronik
yang ramah disabilitas misalnya iklan masyarakat ajakan ke TPS
dengan menyediakan interpreter.

2. Bagi Penyandang disabilitas

a. lkut serta di kegiatan relawvan demokrasi agar meningkatkan

kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.

b. Mencek ulang Data Pemilih Tetap.
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